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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang 

dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikan sejak awal 

masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial 

keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil 

Muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik 

kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia 

modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah 

amal-sosial ke ranah pembangunan-ekonomi. Dalam perkembangan terkini, 

tarik-menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyaakat sipil, berpotensi 

menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan 

masyarakat sipil yang independen.
1
 

Zakat (zakah) secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau 

berkembang. Menurut istilahsyara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah 

harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya 

(Mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. 

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan hukum 

pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (zakah 

al-fithr) dan zakat harta (zakah al-mal).
2
 

                                                           

1
Yusuf Wibisono,2015, Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Grub. 

hal. 31 
2
Ibid. hal. 1 
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Dengan posisi sentralnya dalam ajaran islam sebagai salah satu ritual 

formal (‘ibadah mahdhah) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan 

operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (mal al-

zakah), tarif zakat (miqdar al-zakah), batas minimal harta terkena zakat 

(nishab), batas waktu pelaksanaan zakat (haul) hingga sasaran pembelanjaan 

zakat (masharif al-zakah).
3
 

Secara spesifik telah ditentukan langsung didalam al-Qur’an 9 : 60, di 

mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (ashnaf) saja, yaitu: 

orang-orang fakir (fuqara), Miskin (masakin), Amil Zakat (‘Amilin ‘alayha), 

Mualaf (Mu’allaf qulubuhum), Budak (riqab), orang-orang yang berhutang 

(gharimin), pejuang di jalan Allah (fi sabilillah), dan Musafir (ibn sabil), 

Jumhur ‘ulama sepakat bahwa selain delapan golongan ini, haram menerima 

zakat.
4
 

Di Indonesia, telah terbit UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolahan 

zakat. Undang-Undang yang lahir pada 27 Oktober 2011 ini menimbulkan 

kontroversi besar di dunia zakat nasional. UU No. 23/2011 yang meregulasi 

pengelolaan zakat di Indonesia modern yang sekuler dan demokratis, 

menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis pada pendapat 

fikih klasik bahwa hanya negara yang memiliki otoritas dalam mengelola 

zakat. Undang-Undang ini menghapus sistem desentralisasi zakat nasional di 

                                                           

3
 Yusuf Wibisono, 2015, Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Grub. 

hal. 1. 
4
Ibid. hal. 1. 
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bawah rezim UU No. 38/1999 dan menggantinya dengan sistem sentralisasi di 

mana kini hanya pemerintah saja yang berhak mengelola zakat nasional.  

Berdasarkan pemikiran utama ini, maka seluruh bangunan UU No. 

23/2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai privilege kepada 

operator zakat bentukan pemerintah (BAZNAS) dan di saat yang sama 

melakukan marginalisasi dan pelemahan, bahkan berpotensi mematikan. 

Kepada operator zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ).
5
 

Menurut F.R. Faridy ketika perekonomian sedang mengalami resesi, 

jumlah Muzaki berkurang dan sebaliknya jumlah Mustahik meningkat. Maka 

hal ini akan membawa kita pada deficit dana zakat (zakat deficit) dimana 

deficit ditutup dengan surplus tahun sebelumnya. Dengan demikian belanja 

dana zakat akan bekerja sebagai discretionary fiscalstabilizer, dengan 

pemerintah bertindak sebagai pengelolanya.
6
 

Semakin berkembangnya Badan Amil Zakat khususnya di kota 

Palembang Badan Amil Zakat ini telah mendirikan beberapa program 

diantaranya, BaitulQiradh. BaitulQiradhdi Masjid Syuhada berdiri pada tahun 

2014. Dengan Berdirinya BaitulQiradhsedikit banyaknya telah  ikut serta 

mensejahterakan masyarakat, khususnya pedagang  kecil melalui pemberian 

dana berupa modal kerja. 

                                                           

5
Yusuf Wibisono, 2015, Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Grub. 

hal. 2. 
6
 F. R.Faridy.“A Theory of fiscal Policy in an Islamic state”.Dalam Ziauddin Ahmad 

et al.(Eds.), Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, (Islamabad: Institute of Policy Studies 

andInternational Centre For Research Economics, 1983),  hal. 27-45 
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Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari 

kepercayaan para Muzaki dalam menitipkan ibadah zakatnya pada  lembaga 

tersebut. Tumbuh-tidaknya kepercayaan Muzaki terhadap lembaga tersebut 

tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja, serta sesuai tidaknya 

penyaluran zakat terhadap para Mustahiq, dengan yang disyariatkan Islam. 

Kepercayaan itu tentu tidak lepas dari kinerja pelayanan Badan Amil Zakat 

(BAZ) itu sendiri. Karena dari kinerja pelayanan, pelanggan (donatur) dapat 

melihat dari bentuk jalanya Badan Amil Zakat itu sendiri. Semakin baik 

kinerja BAZ maka semakin banyak pula kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ). 
7
 

Dengan berdirinya Baitul Qiradh yang merupakan salah satu program 

dari Badan Amil Zakat (BAZ), hal tersebut dapat membantu mengurangi 

pengangguran masyarakat Plaju 16 Ulu Palembang dengan pemberian modal 

kerja sehingga masyarakat dapat meningkatkan usahanya. Modal diberikan 

kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil atau menengah sehingga dapat 

memajukan usahanya tersebut dan masyarakat dapat mengembalikan 

modalnya dari kemajuan itu sehingga modal pinjaman dapat diberikan kepada 

masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman modal kerja . Berdasarkan data 

yang telah diperoleh didapati sebanyak 33 orang anggota yang telah diberikan 

                                                           

7
 Hafidhuddin, 2012, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah. Jakarta : 

Gema Insani Press, hal. 11. 
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pinjaman dana dari program Baitul Qiradh sebagai langkah awal membuka 

usaha. Adapun kisaran pinjaman sekitar Rp 1.000.000,-.
8
 

Usaha yang telah ada dan berkembang di masyarakat antara lain 

seperti usaha konveksi, usaha konveksi yang sebelumnya masih terkendala 

dengan kurangnya alat-alat produksi setelah diberikan pinjaman dari Baitul 

Qiradh sekarang telah ada penambahan alat baru pada konveksi tersebut 

seperti meja ukur dan mesin jahit. Usaha lain yang dikembangkan dari dana 

pinjaman Baitul Qiradh adalah warung kecil. Sebelum mendapatkan pinjaman 

pemilik usaha memasarkan dagangannya dengan cara berkeliling dari satu 

tempat ketempat lain, setelah adanya dana bantuan dari Baitul Qiradh pemilik 

usaha tersebut mampu menyewa kios kecil sebagai tempat usaha dan 

memperbanyak barang yang akan di pasarkan seperti penambahan minuman 

gelas dan minuman kaleng.
9
 

Banyaknya pedagang dilingkungan Masjid Syuhada 16 Ulu 

Palembang yang membuka usahanya dengan bantuan dana Baitul Qiradh 

maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian dengan judul, 

“Realisasi Program Baitul Qiradh BAZNAS Sumatera Selatan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Masjid Syuhada 16 Ulu Plaju 

Palembang”. 

 

 

                                                           

8
 Zulkifli, Ketua Program Baitul Qiradh Masjid Syuhada Plaju Palembang, 

Wawancara Pada Tanggal 14 Febuari 2014.  
9
 Zulkifli, Ketua Program Baitul Qiradh Masjid Syuhada Plaju Palembang, Wawancara 

Pada Tanggal 14 Febuari 2014. 
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B. Rumusan Masalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penyusunan penelitian 

ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Baitul Qiradh pada BAZNAS Sumatera Selatan ? 

2. Bagaimana realisasi Baitul Qiradh pada BAZNAS Sumatera Selatan 

terhadap kesejahteraan masyarakat Masjid Syuhada 16 Ulu  Plaju ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan konsep Baitul Qiradh Pada BAZNAS Sumatera 

Selatan. 

2. Untuk menjelaskan realisasi Baitul Qiradh pada BAZNAS Sumatera 

Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat plaju. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Secara Teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah 

sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi Penulis  

Untuk penerapan pengetahuan dan memberikan informasi yang 

terkait dengan hubungan pelaksanaan inovasi produk-produk zakat 

yang telah diperoleh selama perkuliahan pada jurusan Perbankan 
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Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang serta untuk menambahkan pengetahuan 

penulis. 

b. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) 

Sebagai masukan bagi Badan Amil Zakat (BAZ) agar dapat selalu 

ber-inovasi akan produk-produk zakat sehingga dapat meningkatkan 

minat masyarakat terhadap zakat. 

c. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan bahan referensi dalam membuat karya ilmiah atau 

penelitian selanjutnya dan sebagai sumber informasi bagi pihak yang 

berkepentingan 

E. Metodelogi Penelitian  

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu realisasi Baitul Qiradh pada 

BAZNAS Sumatera Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat Plaju 

Masjid Syuhada 16 Ulu Palembang. 

2. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data kualitatif adalah mengumpulkan data, menyusun, 

menganalisa, dan menginterprestasikan data yang kemudian 

mengadakan penelitian sehingga dapat ditulis kesimpulan.
10

 

 

                                                           

10
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2002. hal. 37. 
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2. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik individu ataupun perseorangan seperti hasil dari wawancara 

yang biasa dilakukan oleh peneliti.
11

 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung, keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh penulis dari 

arsip-arsip , buku-buku jurnal tugas akhir atau skripsi, internet, 

majalah dan sumber relevansinya dengan penelitian ini.
12

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga secara tidak 

langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada 

kesempatan lain.
13

 Dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

tersruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti 

telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang akan ditanyakan pada informan. Kemudian untuk 

                                                           

11
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2002. hal. 42 

12
Nasution, Metode Risearch,  Jakarta: Bumi Aksara. hal.113 

13
Nasution, Metode Risearch, Jakarta: Bumi Aksara, hal.51. 
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mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang masalah penelitian 

,maka peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur dan 

menekankan pada pendalaman yang terkait dengan penelitian. 

Informan dalam penelitian ini adalah Ketua BaitulQiradhMasjid 

Syuhada. 

b. Studi literatur 

Peneliti mengumpulkan beberapa literatur yang berhubungan 

dengan variabel-variabel permasalahan , seperti buku mengenai zakat 

metode penelitian kualitatif. 

4. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif seperti melakukan pengumpulan data 

terlebih dahulu, data yang digunakan hanya berbentuk kata-kata bukan 

berbentuk angka-angka. Data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik 

pengumpulan data misalnya, observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

studi literatur.
14

 

Dalam melakukan teknik analisa data, peneliti melakukan beberapa 

langkah diantaranya : 

1) Mengumpulkan sumber-sumber data, 

2) Mengelompokkan sumber-sumber data, 

3) Menguraikan sumber-sumber data yang telah diklasifikasikan 

tersebut, 

4) Menarik kesimpulan.  

                                                           

14
 Moh Nazir. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. 2005. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Manajeman Pendistribusian Zakat 

a. Manajemen Zakat di Zaman Rasulullah 

1) Sistem Baitul Mal 

Pada zaman Rasulullah, masalah zakat ditangani oleh badan 

yang disebut baitul mal. Baitul Mal ini tidak hanya 

mengumpulkan zakat, tetapi juga mengumpulkan pajaka, 

jizyah, ghanimah, dan lain-lain. Sesungguhnya zakat itu hanya 

merupakan salah satu komponen saja yang di kelola baitul mal. 

Setelah semua komponen-komponen tersebut dikumpulkan, 

barulah dibagi-bagikan kepada orang yang berhak 

menerimanya, seperti untuk mujahidin, pembangun masjid, 

amil, gaji sahabat, fuqara, anak yatim, dan pembangunan 

infrastruktur lainnya.
15

 

Baitul mal ini fungsinya sama dengan departemen 

keuangan dan bank, karena dia mengatur pendapatan dan 

belanja negara, mengatur peredaran dinar dan mata uang asing 

seperti mata uang Persia, mata uang Syam, mata uang Romawi, 

dan lain-lain. Baitul mal juga mengatur perdangan untuk 

melindungi produksi negara Islam agar bersaing dengan produk

                                                           

15
Azyumardi Azra,  2010, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah, Angkasa 

Bandung, hal.234 



11 

 

 

 

negara lain. Sebagai contoh Khalifah Umar bin Khattab pernah 

menetapkan pajak untuk barang luar yang masuk ke negara 

Islam sebanyak 20 %.
16

 

2) Sistem Hisbah 

Hisbah yaitu lembaga pengawas ekonomi. Sistem hisbah 

dijalankan secara profesional unuk melindungi kepentingan 

pelanggan tentang produk makanan yang sudah kadaluarsa, 

haga makanan yang terlalu tinggi, apakah ada penipuan, dan 

untuk mengendalikan pasar. Juga berfungsi untuk mengatur 

kebijakan ekonomi.
17

 

Pada masa pemerintahan Usman Bin Affan, dia menunjuk 

seorang wanita, sebagai pengawas pasar (semacam departemen 

perdagangan pada masa sekarang).
18

 

Dengan hisbah ini langsung bertangggung jawab kepada 

Khalifah, bekerja secara terpadu, termasuk juga menghukum 

mereka yang enggan membayar zakat.
19

 

b. Manajemen Pengelolaan Zakat di Indonesia 

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki 

potensi dan peran yang sangat besar dalam membangun kehidupan 

bangsa dan Negara yang sejahtera dan berkeadilan. Zakat harus 

                                                           

16
 Azyumardi Azra,  2010, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah, Angkasa 

Bandung, hal.234 
17

 Ibid. hal.234 
18

 opcit. hal.235 
19

 Ibid. hal.235 
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dikelola secara profesional berdasarkan manajeman modern yang 

harus didukung oleh kebijakan pemerintah agar pengelolaan zakat 

efektif dan efisien.
20

 

Dukungan kebijakan pemerintahsangat dibutuhkan dalam rangka 

meningkatkan mutu pengelolaan zakat, yaitu dalam bentuk undang-

undang atau peraturan pemerintah.
21

 

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak 

Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan Belanda pelaksanaan 

ajaran Islam (termaasuk zakat) diatur dalam ordonantie pemerintah 

Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam 

pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan 

zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk 

pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.  

Ketika Indonesia merdeka pemerintah melegalkan pengelolaan 

zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang 

engelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No. 581 

Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan 

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

                                                           

20
Azyumardi Azra, 2010, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah, 

Angkasa Bandung, hal.235 
21

Ibid. hal.235 
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Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 tentang pedoman teknis 

pengelolaan zakat.
22

 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada BAB I Pasal I bahwa 

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah sauan organisasi yang 

dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di 

setiap instansi. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan pengumpulan 

zakat meliputi ; zakat maal dan zakat fitrah. 

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa 

pengelolaan zakat berasaskan :
23

 

a. Syariat Islam 

b. Amanah 

c. Kemanfaatan 

d. Keadilan 

e. Kepastian hukum 

f. Terintegrasi 

g. Akuntabel 

Sedangkan pada pasal 3, tujuan zakat merupakan effektifitas dan 

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan 

                                                           

22
Anis Khoirunnisa, 2016, “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana 

Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Masjid Agung (Lazisma 

) Jawa Tengah.” Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2016. 

Tidak diterbitkan. 
23

Anis Khoirunnisa, 2016, “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana 

Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Masjid Agung (Lazisma 

) Jawa Tengah.” Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2016. 

Tidak diterbitkan 
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manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan 

kemiskinan.
24

 

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. 

DalamUndang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa 

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya 

guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan 

baik.
25

 

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelolaan zakat harus 

dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan 

sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan 

syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa 

adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap 

profesional. Sifat amanah belumlah cukup, harus diimbangi dengan 

profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan.  

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan 

suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak 

intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal, dan 

dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan 

masyarakat akan dapat diminimalisasi. 

                                                           

24
Ibid,. 
25

Azyumardi Azra,  2010, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah, 

Angkasa Bandung, hal.235 
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Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung 

oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip 

operasional LPZ antara lain. Pertama,  kita harus melihat aspek 

kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya 

memperhatikan berbagai faktor, yaitu visi dan misi, kedudukan dan 

sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis. 

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset 

yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi 

amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu 

diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah 

sebuah profesi dengan kualitas SDM yang khusus. 

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem 

pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah 

LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas memakai 

IT, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending 

comitte, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, 

publikasi perbaikan terus menerus. 

2. Zakat dan Kesejahteraan Masyarakat 

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. 

Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya 

bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya.Sesuaidengan Qur’an 

surat at-taubahayat103 : 
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ا ن   ۖ   خذ من ا مو ا لهم صد فة تطهر هم و تزكيهم بها و صل عليهم 

 و ا لله سميع عليم ۖ   صلا تك سكن لهم  

 

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

 
Diantara aspek ritual Islam adalah membayar zakat bila telah 

memenuhi ketentuannya. Bila dipandangdari segi aqidah zakat adalah 

perwujudan dari keyakinan bahwa manusia itu adalah khalifah Tuhan yang 

diperintahkan memelihara, mengembangkan, dan mensejahterakan bumi 

ini dengan mempergunkan semua potensi dan fasilitas yang diciptakan 

Tuhan sesuai dengan tujuan penciptanya.
26

 

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah 

dimensi hablum minallah  dan hablum minannas. ada beberapa tujuan 

yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat, adalah sebagai 

berikut :
27

 

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan hidup dan penderitaan. 

                                                           

26
 Azyumardi Azra,  2010, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Fiqih Ibadah, 

Angkasa Bandung, hal.223 
27

 http://eprints.walisongo.ac.id/3628/3/102411078_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 

09 Juli 2016, jam 09.43. 
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b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi gharim, 

ibnussabil, mustahik dan lain-lain. 

c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam 

dan manusia pada umumnya. 

d. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta kekayaan. 

e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati 

orang-orang miskin. 

f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin 

dalam suatu masyarakat. 

g. Mengembangkan rasa tanggung jawab pada diri seseorang terutama 

pada mereka yang mempunyai harta. 

h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 

i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan 

sosial. 

Secara umum zakat bertujuan membantu mencukupi kebutuhan 

bagi orang yang membutuhkan sebagai bentuk perwujudan rasa sosial 

antar sesama muslim. 

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia 

terutama umat muslim. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang 
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berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan 

sosial kemasyarakatan antara muslim, yaitu :
28

 

a. Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak 

mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan 

mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan 

ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan 

kewajiban ke masyarakat. 

b. Menolong, membina, dan menolong kaum yang lemah untuk 

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Swt. 

c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul 

ketika melihat orang-orang di sekitarnya penuh dengan kemewahan, 

sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan 

dari mereka (orang kaya) kepadanya.  

d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas 

prinsip umat yang satu, persamaan derajat, hak dan kewajiban, 

persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama. 

e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya 

hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan 

harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan 

batin. 

                                                           

28
 http://eprints.walisongo.ac.id/3628/3/102411078_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 
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Sejak 1950-an telah muncul wacana reformasi zakat di Indonesia, 

menjadikannya tidak sekedar sebagai pranata keagamaan tetapi juga 

pranata sosial dan ekonomi, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan 

umat. Hal ini antara lain didorong oleh kondisi riil saat itu dimana 

kemiskinan dan keterbelakangan tersebar luas di masyarakat. Di era orde 

lama, pada pertengahan 1960-an, penduduk sangat miskin di Jawa 

mencapai 61 % dan di luar Jawa mencapai 52 % dengan penduduk yang 

tidak bersekolah mencapai 68% (1961) dan 73 % angkatan kerja berada 

sektor pertanian (1961).  

Di era orde baru meski meski telah ada perbaikan, namun hingga 

pertengahan 1970-an penduduk miskin masih berada di kisaran 40 %, atau 

sekitar 54,2 juta orang (1976), dan penduduk tidak bersekolah masih 

mencapai 45% (1971).
29

 

Pada 1950 Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan saat itu, telah 

mengemukakan gagasanuntuk memasukkan zakat sebagai salah satu 

komponen sistem perekonomian-keuangan Indonesia. Pada tahun yang 

sama, Hazairin, seorang cendekiawan Muslim, telah mengemukakan 

gagasan untuk reformasi pengelolaan zakat, yaitu dengan mendirikan 

Bank Zakat dari Bank Zakat ini akan disalurkan pinjaman jangka panjang 

tanpa bunga untuk mengembangkan kapasitas produktif rakyat miskin, 

                                                           

29
Yusuf Wibisono,2015, Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Grub. 

hal. 50 
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menjadi alternatif pembiayaan rakyat miskin yang murah dan fleksibel 

dibandingkan rumah gadai dan bank komersial.
30

 

Kesadaran untuk memberdayakan potensi zakat untuk 

kesejahteraan umat ini memuncak pasca jatuhnya rezin orde lama. Pada 

Juli 1967, Saefuddin Zuhri, Menteri Agama, telah mengajukan RUU Zakat 

ke DPR gototng royong, dan draf juga dikirimkan ke Departemen 

Keuangan dan Departemen Sosial. Pada Juli 1968, Departemen Agama 

dibawah kepemimpinan Muhammad Dahlan mengeluarkan surat 

keputusan pembentukan badan amil zakat di semua tingkatan 

pemerintahan di seluruh negeri.  

Namun kesadaran memberdayakan zakat ini terbentur oleh 

ketiadaan dukungan Presiden Soeharto saat itu yang menolak formalisasi 

Islam oleh negara karena kekhawatiran terhadap Islam politik. Keinginan 

untuk mengelola zakat secara kolektif ini perlahan tenggelam seiring sikap 

rezim orde baru yang semakin represif dan otoriter dalam melanggengkan 

kekuasaannya. Meski demikian, gagasan cendekiawan Muslim untuk 

reformasi zakat dalam konteks keadilan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan, terus hidup dan berkembang.
31

 

Pada 1990-an, perubahan sikap rezim orde baru yang mulai 

mengakomodasi Islam politik, telah memungkinkan kebangkitan zakat 

antara lain melalui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
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Ibid.hal.50 
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Yusuf Wibisono,2015, Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Grub. 

hal. 50 
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(ICMI). Pasca berdirinya ICMI pada 1990, lahir bank syariah pertama, 

Bank Muamalat Indonesia pada 1992, diikuti kemudian dengan berdirinya 

Dompet Dhuafa Republika, pelopor lembaga amil zakat yang dibentuk 

atas prakarsa murni masyarakat sipil, pada 1994. Pada era inilah upaya 

memberdayakan zakat untuk kesejahteraan umat mendapatkan momentum 

dan dengan segera meraih popularitas.
32

 

Krisis ekonomi 1997 yang kemudian diikuti dengan krisis politik 

dan jatuhnya rezim orde baru pada 1998, menjadi pemicu signifikan 

kebangkitan zakat untuk kesejahteraan umat. Krisis ekonomi telah 

memukul perekonomian Indonesia secara akeras, mengakibatkan jutaan 

orang terperosok dalam jurang kemiskinan. Dari “ economic miracle” 

dengan pertumbuhan ekonomi 8% dan inflasi 6,5% pada 1996, Indonesia 

mengalamieconomic disaster dengan pertumbuhan ekonomi mengalami 

kontraksi tajam -13,7% diikuti dengan inflasi yang meroket 65% pada 

1998. Kemunduran ekomomi ini melonjakkan jumlah penduduk miskin 

dari 11,3% pada 1996 menjadi 24,2 %  pada 1998.
33

 

Pasca krisis ekonomi 1997 dan tumbangnya rezim otoriter 1998, 

jumlah lembaga filantropi Islam melonjak drastis, khususnya LAZ yang 

merupakan prakarsa murni masyarakat sipil. rezim reformasi yang sangat 

mengakomodasi kebebasaan masyarakat, yang tercermin dalam UU No. 

38/1999, semakin memperkuat arus ini. di sisi lain, jumlah BAZ juga 
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bertambah seiring era otonomi daerah yang dimulai sejak 2001 dan 

maraknya pemekaran wilayah.
34

 

Di era baru inilah, dibawah rezim UU No.38/1999, zakat 

mengalami transformasi penuh dari ranah amal-karitas menjadi ranah 

pemberdayaan dan pembangunan. Dengan pengelolaan secara kolektif, 

zakat menjadi gerakan sosial-ekonomi yang independen dan mengizinkan 

adanya perbaikan kesejahteraan umat tanpa harus menunggu intervensi 

negara.  

Pengelolaan zakat secara kolektif oleh amil yang transparan dan 

profesional menjadi strategis dengan konteks meningkatkan daya guna 

zakat sebagai pranata sosial-ekonomi. Dengan pengelolaan yang amanah 

dan efisien, zakat bertransformasi dari kesalehan sosial individual menjadi 

gerakan sosial-ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat 

dan efektif dengan tujuan utamanyasebagai instrumen penanggulangan 

kemiskinan.
35

 

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan 

beberapa indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan 

dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan. 

Indikator kesejahteraan minimal menurut Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) yaitu :
36

 

a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing 
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b. Makan dua kali sehari atau lebih 

c. Pakaian yang berbeda untuk bernagai keperluan 

d. Lantai rumah bukan dari tanah 

e. Jika sakit dibawa ke sarana / petugas kesehatan. 

3. Penelitian Terdahulu  

Dalam melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitan ini telah 

ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan 

dengan penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan Atik Nurdiana 

yang dikutip dari skripsi degan judul “Pemberdayaan Dana Zakat Baitul 

Qiradh Baznas Melalui Program Usaha Kecil Menengah” dengan hasil 

penelitian menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan membuat 

kesimpulan yang diperoleh ialah salah satu lembaga yang menerapkan 

metode ini yaitu bait al-Qiradh baznas dengan sasaran utamanya adalah 

para pelaku usaha kecil menengah. Pengaplikasiaan dana tersebut di 

implementasikan untuk pelatihan guna meningkatakan keterampilan para 

pelaku usaha kecil menengah serta pemberiaan akses peminjamaan modal 

usaha.
37

 

Penelitian kedua pernah dilakukan oleh Syaipudin Elman yang 

dikutip dari skripsi dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas 

Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi” dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keberadaan badan amil zakat nasional dirasakan 

cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerja sama 
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dengan pemerintah dalam manggulangi masalah sosial dan kemiskinaan 

yang semakin rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu 

menumbuhkembangkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigi, 

propesional dan menjadikan mereka sebagai muzakki.
38

 

Penelitian ketiga pernah dilakukan oleh Uswatun Hasanah yang 

dikutip dari skripsi dengan judul “Efektifitas Distribusi Zakat Baznas 

Sumsel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto 

Periode 2011-2013” dengan hasil penelitian penyaluran telah dilakukan 

efektif melalui program-program seperti Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, 

Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. Serta 

pendayagunaan dana zakat di alihkan ke bait al-QiradhBazz yang 

mengambil pola qardhul hasan yakni suatu bentuk pinjaman yang 

menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari 

pokok pinjaman dan kurun waktu pengembalian pinjaman yaitu sesuai 

dengan banyaknya pinjaman yang diberikan dengan mengangsur pe 

mbayaran per bulan. Adapun dampak dari pinjaman modal usaha ini 

terhadap Mustahik sangatlah besar, tetapi menurut penulis pengelolaan 

pendayagunaan zakat produktif  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Sumatera Selatan belum effektif tidak adanya tidak adanya pendampingan 

maupun pengawasan mengenai usaha mikro dari pengurus Baitul Qiradh 
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ataupun campur tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera 

Selatan langsung.
39

 

Penelitian keempat pernah dilakukan oleh Eka Sri Murni Mustapa 

(2014) dikutip dari jurnal dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Bagi Mustahiq (Studi Kasus 

Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo)” dengan hasil penelitian bahwa 

pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik langsung didayagunakan 

dalam bentuk modal usaha berupa barang dagangan yang diberikan oleh 

BAZNAS Kabupaten Gorontalo untuk dikelola dan dijalankan oleh para 

pelaku bisnis mustahiq dan untuk pendapatan mustahiq mengalami 

peningkatan hal ini terlihat dari perkembangan usaha yang dijalankan oleh 

para mustahiq yakni dengan bertambahnya omzet penjualan.
40

 

Penelitian kelima pernah dilakukan oleh Heru Sulistyo (2016) 

dikutip dari jurnal dengan  judul “Efektifitas Pengelolaan, Zakat, Infaq, 

Shadaqah (Zis) Bazda Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di 

Jawa Tengah” dengan hasil penelitian bahwa semua BAZDA telah 

memiliki data base muzaki dan mustahiq tetapi belum lengkap, sehingga 

belum dapat digunakan sebagai dasar mapping dalam mendistribusikan 

ZIS secara efektif dan efisien. Pendistribusian dan pemanfaatan ZIS 

didominasi oleh kebutuhan konsumtif dan difokuskan pada bidang 
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kesehatan, pendidikan, pemberdayaan social, tetapi untuk kegiatan 

produktif masih relatif sedikit. System pelaporan dan pertanggungjawaban 

sejauh ini sudah transparan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui 

laporan kepada pemerintah dan legeslatif. BAZDA Kabupaten Jepara 

memiliki system pelaporan yang lengkap, teroganisir, terperinci, dan 

dibuat buku laporan untuk dikirim kepada pemerintah daerah, parlemen, 

muzaki, daninstitusi lain. Untuk merealisasikan efektifitas, BAZDA harus 

memilik data base muzaki dan mustahiq,  dan dukungan kantor yang 

representatife, sehingga amil dapat bekerja secara baik. Fungsi koordinasi 

harus dikembangkan kepada pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan-

perusahaan untuk menjamin peningkatan pendapatan BAZDA dan 

peningkatan jumlah muzaki.
41

 

Dari kelima penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel II.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama Judul Lokasi Persamaan Perbedaan Hasil Analisis 

1 Atik 

Nurdian

a (2001) 

Skripsi 

Pemberda

yaan dana 

zakat 

Baitul 

Qiradh 

BAZNAS 

melalui 

program 

Baitul 

Qiradh 

Baznas 

Persamaan

padapenelit

ianiniadala

hsama-

samameng

gunakanpe

nelitiankual

itatif 

Perbedaanpada

pene-

litianiniadalah 

pe-

nelitianinimem

bahaskesejahera

an 

masyarakatseda

Hasil penelitian 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif 

dengan membuat 

kesimpulan yang 

diperoleh ialah salah 

satu lembaga yang 

menerapkan metode ini 
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usaha 

kecil 

menengah 

 ngkanpenelitian

sebelumnyame

mbahaspember

dayaan dana 

zakat 

. 

yaitu Baitul Qiradh 

Baznas dengan sasaran 

utamanya adalah para 

pelaku usaha kecil 

menengah.Pengaplikasi

an dana di 

implementasikan untuk 

pelatihan guna 

meningkatkan 

keterampilan para 

pelaku usaha kecil 

menengah serta 

pemberian akses 

peminjaman modal 

usaha. 

2 Syaipudi

n Elman 

(2015) 

Skripsi 

Strategi 

penyalura

n dana 

zakat 

baznas 

melalui 

program 

pemberda

yaan 

ekonomi 

Baitul 

Qiradh 

Baznas 

Persamaan 

pada 

penelitian 

ini adalah 

sama-sama 

membahas 

persepsi 

masyarakat 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah 

membahas 

program Baitul 

Qiradh 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

membahas 

program 

pemberdayaan 

ekonomi 

Bahwa keberadaan 

badan amil zakat 

nasional dirasakan 

cukup besar 

manfaatnya oleh 

masyarakat. Lembaga 

ini telah bekerja sama 

dengan pemerintah 

dalam menanggulangi 

masalah sosial dan 

kemiskinan yang 

semakin rumit, 

terutama bagi nagi 

kaum Mustahik, 

sehingga mampu 

menumbuhkembangka

n masyarakat dengan 

berjiwa usaha yang 

gigi, profesional dan 

menjadikan mereka 

sebagai Muzakki. 

3 Uswatun 

Hasanah 

(2016) 

Tesis 

Efektifitas 

distribusi 

dana 

zakat 

baznas 

sumsel 

Pasar 

Kuto 

Palemba

ng 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

sama-sama 

membahas 

kesejaheraa

Perbedaan 

penelitan ini 

adalah 

lokasinya di 16 

Ulu Plaju 

Palembang 

Penyaluran telah 

dilakukan efektif 

melalui program-

program seperti sumsel 

peduli, sumsel sehat, 

sumsel makmur, 
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dalam 

meningka

tkan 

kesejahter

aan 

Mustahik 

di pasar 

kuto 

periode 

2011-

2013 

n 

masyarakat

nya 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya di 

Passar Kuto 

Palembang 

sumsel taqwa, dan 

sumssel cerdas. Serta 

pendayagunaan dana 

zakat di alihkan ke 

Baitul Qiradh Bazz 

yang mengambil pola 

qardhul hasan yakni 

suatu bentuk pinjaman 

yang menetapkan tidak 

adanya pengembalian 

tertentu dari pokok 

pinjaman dan kurun 

waktu pengembalian 

yaitu sesuai dengan 

banyaknya pinjaman 

yang diberikan dengan 

mengangsur 

pembayaran perbulan.  

4 Eka Sari 

Murni 

Mastapa  

(2014) 

Jurnal  

Pendayag

unaan 

zakat 

produktif 

terhadap 

peningkat

an 

pendapata

n usaha 

bagi 

Mustahig  

Baznas 

Kabupat

en 

Gorontal

o 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

sama-sama 

menggunak

an metode 

kualitatif 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah 

penelitian ini 

membahas 

upaya dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

Bahwa pendayagunaan 

zakat produktif bagi 

Mustahik langsung 

didayaguakan dalam 

bentuk modal usaha 

berupa barang dagngan 

yang diberikan oleh 

BAZNAS Kabupaten 

Gorontalo untuk 

dikelola dan dijalankan 

oleh para pelaku bisnis 

Mustahiq dan untuk 
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membahas 

pendayagunaan 

zakat produktif 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan 

usaha 

pendapatan Mustahiq 

mengalami 

peningkatan hal ini 

terlihat dari 

perkembangan usaha 

yang dijalankan oleh 

para Mustahiq yakni 

denga bertambahnya 

omzet penjualan. 

5 HeruSul

istyo 

(2016) 

Jurnal 

Efektifitas

Pengelola

an, Zakat, 

Infaq, 

Shadaqah 

(Zis) 

BazdaUnt

ukPening

katanKese

jahteraan

Masyarak

atDi Jawa 

Tengah 

BAZDA 

Jawa 

Tengah 

Persamaan 

penelitian 

ini adalah 

sama-sama 

menggunak

an metode 

kualitatif 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah 

penelitian ini 

membahas 

upaya dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakatdala

mpengumpulan

data base 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

membahas 

pendayagunaan 

zakat produktif 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan 

usaha 

Bahwasemua BAZDA 

telahmemiliki data 

base 

muzakidanmustahiqtet

apibelumlengkap, 

sehinggabelumdapatdi

gunakansebagaidasar 

mapping 

dalammendistribusikan

ZIS 

secaraefektifdanefisien 
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BAB III 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya BAZDA Sumatera Selatan 

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam 

masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa 

penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda 

ini tercantum melalui beberapa pasal dari "Indisce Stastsregeling", 

diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada Policy of religion 

neutrality.
42

 

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban 

masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama 

Islam. Seperti tercantum dalam bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 

yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi 

pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib 

untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada bijblad 

Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai 

pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan 

zakat fithrah. 
43
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 Profil Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (BAZNAS) , Tahun 2011, 

hal.4 
43
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Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan 

agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk 

pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di 

Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam 

secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui 

lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk 

oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur 

badan zakat sejak tahun 1959).
44

 

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah 

pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai 

ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari 

seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada 

tanggal 26 oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat 

secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden 

siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti  dengan 

keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 

1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk 

membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud 

dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 

1968 tersebut.
45
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Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik 

ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahirlah Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut 

kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 

1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan 

disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 

dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama 

Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 
46

 

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa 

pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh 

Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak 

hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, 

sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).
47

 

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) 

Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur 

Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan 

Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ 

Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui 

lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-
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hal.4 
47
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2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 

269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan 

dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani 

Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk 

di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta 

tingkat provinsi.
48

 

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia 

tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari 

pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik 

Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I 

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di 

Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil 

Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga 

Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu 

bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara 

Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.
49

 

Alhamdulillah pada saat ini BAZ Propinsi Sumaera Selatan telah 

memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) 

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.  

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan 

mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat 
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Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan 

yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad. 

 

B. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Struktur Organisasi 

1. Visi 

Menjadi pusat pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan 

dan pemberdayaan umat yang berdasarkan pada prinsip profesional, 

amanah, dan transparan. 

2. Misi  

a. Melaksanakan secara proaktif pengumpulan zakat dari setiap subyek 

zakat di Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan Syari’ah Islam. 

b. Mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul kepada mustahik 

secara proporsional dan memperhatikan skala prioritas. 

c. Mendayagunakan dana zakat secara produktif untuk kemaslahatan dan 

pemberdayaan ekonomi umat. 

d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas 

pengelolaan zakat 

3. Tujuan  

Mengacu pada visi, misi dan ketentuan UU No 38 aTahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat, maka ditetapkan tujuan oleh pengurus BAZDA 

Provinsi Sumatera Selatan periode 2005-2008 adalah : 

a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan 

syari’ah 

b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata Keagamaan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 



35 

 

 

 

4. Strategi  

a. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi standarisasi aturan, 

struktur organisasi dan sumber daya manusia sehingga menjadi Badan 

Amil Zakat yang baik dan modern. 

b. Menerapkan sistem manajemen kerja yang produktif, kreatif dan 

kolektif. 

c. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti 

Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan tokoh 

masyarakat untuk mengoptimalkan hasil pengumpulan dana Zakat, 

Infak dan Sadakah (ZIS). 

d. Selalu melakukan Inovasi dan pengembangan teknik-teknik 

pegumpulan dana ZIS dan penyalurannya sehingga kepercayaan 

masyarakat terhadap BAZDA semakin meningkat. 

5. Landasan Hukum 

a. UU No 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Selat

an  

b. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

c. PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 

d. UU N0 38 Tahun 1999 tentang Penelolaan Zakat  

e. UU No 8 Tahun 1981 tenteng Hukum Acara Pidana  

f. UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan 

g. Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001tentang Badan Amil Zakat 

h. Keputusan Menteri Agama RI No 373 Tahun 2003 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang RI No 38 Tahun tentang Pengelolaan 

Zakat. 

i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji No D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Zakat. 
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j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 6 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Zakat  

k. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 352/SK/V/2001 

tanggal 21 Juni 2001 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat 

Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Selatan 

l. SK Gubernur Sumatera Selatan no : 404/SK/III/2001 tanggal 23 Juli 

2001 tentang pembaharuan SK No : 352/SK/V/2001 tanggal 21 Juni 

2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) 

Provinsi Sumatera Selatan 

m. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 592/kpts/V2002 tanggal 

24 Desember 2002 tentang Penetapan Besarnya Infak Bagi 

Karyawan/Karyawati di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Departemen, BUMN dan BUMD 

di Sumatera Selatam 

n. Surat Ketetapan Ketua Umum BAZDA Provinsi Sumatera Selatan No 

: 01/SK/BAZ Prop. Sumsel/XI/2002 tanggal 24 Desember tetang 

Pembentukan Unit Pengumpul zakat (UPZ) Dinas/Kanwil BAZ 

Provinsi Sumatera Selatan. 

o. Keputusan Ketua Umum BAZDA Provinsi Sumatera Selatan No 

:38/BAZ Prop. Sumsel/2002 tanggal surat Keputusan Ketua Umum 

BAZDA Provinsi Sumatera Selatan No : 01/SK/BAZ Prop. 

Sumsel/XI/2002 30 September 2002 tentang Pembentukan Panitia 

Pelaksana Pencanangan Gerakan Sadar Zakat dan Sosialisasi BAZDA 

Sumatera Selatan 

p. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 433/kpts/V/2005 tanggal 

12 Juli 2005 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Provinsi 

Sumatera Selatan Periode 2005-2008 

q. Surat Keputusan Ketua Umum BAZDA Provinsi Sumatera Selatan No 

: 01/SK/BAZ Prop. Sumsel/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang 

Penunjukan Pelaksanaan Harian BAZDA Propinsi Sumatera Selatan 
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r. Surat Keputusan Ketua Umum BAZDA Propinsi Sumatera Selatan No 

: 01/SK/BAZ Prop. Sumsel/VII/2007/ tanggal ....... 2007 tentang 

Penunjukan Pelaksanaan Harian BAZDA Propinsi Sumatera Selatan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan padaBaitul QiradhMasjid Syuhada 16 Ulu 

Plaju Palembang. 

Struktur organisasi pelaksana harian dan pelaksana program 

BadanAmil Zakat Provinsi Sumatera Selatan. 

1. Ketuapelaksanaharian : Prof. DR. H. AflatunMuchtar, MA 

2. Sekretaris   : Drs. H. M. Teguh Sobri, M.H.I 

3. Divisi pengumpulan dan pengembangan 

Ketua    : Drs. H. M. TeguhSobri, M.H.I 

1. Dwi Fitria Sari, SH.I 

2. Haryadi, SH.I 

4. Divisi pendistribusian dan pendayagunaan 

Ketua    : Drs. H. Robinson Malian, M.Pd.I 

Bidang Pendayagunaan : 1. Hendra Praja, SE.I 

      2. Yuni Emaliyah, SHI 

Bidang Pendistribusian : 1. Iwan Setiawan 

5. Divisi Perencanaan/ Keuangan dan pelaporan 

Ketua    : 1. H. Ahmad Ripa’I, SH 

      2. H. Rasyidi Amli, SE 

Anggota   : 1. Hendra Praja, SE.I 

      2. Merlyn, SE 

      3. Dwi Fitria Sari, SH.I 

6. Divisi Administrasi / SDM danUmum 

Ketua    : Drs, H. Ardi Husin 

Bidang Administrasi  : Santi Sasmita. A.Md 

Bidang SDM dan Umum : Iwan Setiawan 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Konsep Baitul Qiradh Masjid Syuhada 16 Ulu Plaju  

Bentuk pemberdayaan dana zakat menjadi sebuah program 

pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Bagi 

penerima dana zakat dalam hal ini pelaku usaha mikro di berbagai sektor 

usaha seperti di pedesaan dan perkotaan, dengan adanya dana zakat yang di 

salurkan dengan bentuk pembiayaan, pendampingan, secara intensif 

masyarakat menyadari untuk memperbaiki hidup mereka dengan sikap 

pengetahuan, dan keterampilan untuk kehidupan yang lebih baik. 

Pemberdayaan dana zakat melalui program usaha kecil menengah 

adalah kemampuan berbuat untuk melakukan usaha dalam jangka waktu 

panjang untuk menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif 

bagi para Mustahik yang ingin mendirikan usaha kecil dan mengentaskan 

kemiskinan yang berlarut-larut. Pengurus Masjid Syuhada 

mengaplikasikannya dengan cara mendirikan Baitul Qiradh Masjid Syuhada 

guna membantu jamaah dalam bidang permodalan.  

Tujuan didirikannya Baitul Qiradh Masjid Syuhada yaitu untuk 

pemakmuran masjid dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan tercapai, 

sehingga fungsi masjid yang dahulunya hanya merupakan tempat ibadah akan 

dapat dikembangkan menjadi lebih luas dan bermanfaat. Hal ini di yakini 

akan sangat membantu jemaah dalam rangka meningkatkan perekonomian 

dan kesejahteraan mereka karena sebagian besar jemaah masjid Syuhada 
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merupakan masyarakat golongan kecil yang sangat memerlukan modal 

usaha.
50

 

Baitul Qiradh Masjid Syuhada berdiri pada tanggal 22 Mei 2014 

dengan surat keputusan pengurus BAZNAS SUMSEL No. IV Tahun 2014 

tentang pembentukan Baitul Qiradh Masjid Syuhada. Tugas baitul qiradh 

yaitu :
51

 

a. mengurus dan mengelola dana bantuan infaq, shadaqoh yang dititpkan 

kepada Baitul Qiradh untuk disalurkan kepada para anggota baitul qiradh, 

b. mendata dan mengadministrasi anggota dan calon anggota Baitul Qiradh. 

c. Memberikan sosialisasi dan pencerahan agama dan zakat serta akhlak 

bagi peningkatan mutu agama, akhlak dan ekonomi umat dalam 

lingkungan keluarga dan organisasi, anggota dan umat Islam secara 

keseluruhan. 

d. Melakukan pencatatan keuangan dan barang milik organisasi. 

Baitul Qiradh BAZNAS SUMSEL terdiri dari empat Cabang salah 

satunya Baitul Qiradh Masjid Syuhada 16 ULU Plaju, jadi pemberdayaan 

dana zakat Baitul QiradhBAZNAS adalah dana zakat tersebut akan 

diberdayakan untuk mendirikan usaha para Mustahik, karena begitu banyak 

para Mustahik yang ingin mendirikan usaha tapi mereka kekurangan biaya 

                                                           

50
  Proposal Pembentukan Baitul Qiradh Masjid Syuhada Jalan Jaya VII 16 ULU SU 

II Palembang Tanggal 16 Mei 2014 
51

 Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. 

IV Tahun 2014 Tentang Pembentukan Baitul Qiradh Masjid Syuhada 
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dan dana zakat tersebut diberikan kepada sumber zakatnya, yaitu fakir dan 

miskin.
52

 

Untuk mencapai tujuan-tujuan zakat sebagai upaya membantu 

masyarakat miskin keluar dari krisis yang menghimpit mereka, maka 

disamping dana zakat yang diberikan bersifat konsumtif, dan  produktif, juga 

dapat dipergunakan untuk program yang mengarah pada upaya mendapatkan 

hak kaum miskin, seperti pendampingan  kaum miskin (advokasi), HAM, dan 

sejenisnya. 

Dana Baitul Qiradh dalam bantuan pemberdayaannya adalah dana 

bergulir, yaitu dana yang diberikan oleh pengelola kepada Mustahik dengan 

catatan harus qardhul hasan, yang artinya tidak boleh ada kelebihan yang 

harus diberikan oleh Mustahik kepada pengelola dan pemanfaatan dana zakat 

tersebut adalah pemberdayaan produktif kreatif, yaitu pemberdayaan ini 

mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk menambah 

modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. Akad yang digunakan dalam 

pemberian dana Baitul Qiradh adalah akad Mudharabah,dimana BAZNAS 

SUMSEL bertindak sebagai shahibul maal(pemodal) dan ketua 

BaitulQiradhsebagai mudharib (pengelola).
53

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Ketua 

Baitul Qiradh dalam melaksanakan program Baitul Qiradh Masjid Syuhada 

                                                           

  
52

Zulkifli, Ketua Program Baitul Qiradh Masjid Syuhada Plaju Palembang, 

Wawancara Pada Tanggal 05 Agustus  2016. 
53

Zulkifli, Ketua Program Baitul Qiradh Masjid Syuhada Plaju Palembang, 

Wawancara Pada Tanggal 05 Agustus  2016. 
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16 ULU Plaju, mempunyai kiteria yang ingin menjadi anggota Baitul Qiradh, 

yaitu :
54

 

1. Rekomendasi RT dan Ketua Masjid 

2. Foto copy KTP 

3. Foto copy Kartu Keluarga 

Terkait dengan konsep Baitul Qiradh sendiri, dapat dilihat dari hasil 

wawancara berikut : 

“ Konsep Baitul Qiradh di Masjid Syuhada berawal dari modal yang 

diberikan oleh BAZNAS SUMSEL sebesar Rp. 33.000.000,-  

diberikan kepada ketua Baitul Qiradh Masjid Syuhada 16 ULU Plaju. 

Dana bait al-Qiradh memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada 

para Mustahik yang ingin mendirikan usaha, mereka diberi waktu 

selama 10 bulan untuk mengembalikan uang ke Baitul Qiradh Masjid 

Syuhada, jadi setiap satu bulan para Mustahik menyetorkan uang 

kepada Baitul Qiradh Masjid Syuhada sebesar Rp 100.000,- sampai 

sepuluh bulan, mereka diwajibkan untuk berinfaq sebesar Rp 10.000,- 

perbulan , jadi total pengembalian dana sebesar Rp 110.000,- 

perbulan. Hal ini dilakukan karena sasaran utama dari program Baitul 

Qiradh Masjid Syuhada ialah untuk memakmurkan masjid tersebut 

dengan cara memaksimalkan infaq para Mustahik yang kemudian 

dana diputarkan kembali untuk membantu Mustahik berikutnya.”
55

 

 

Dari petikan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa konsep 

Baitul Qiradh merupakan salah satu pemberdayaan dana zakat dengan cara 

dana bergulir yaitu dana diberikan oleh pengelola kepada Mustahik dengan 

catatan harus qardhul hasan dan pemanfaatan dana zakat tersebut adalah 

permberdayaan produktif aktif. Baitul Qiradh memberikan uang sebesar Rp 

1.000.000,- kepada para Mustahik yang akan mendirikan usaha, Mustahik 
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Zulkifli, Ketua Program Baitul Qiradh Masjid Syuhada Plaju Palembang, 

Wawancara Pada Tanggal 05 Agustus  2016 
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Wawancara Pada Tanggal 05 Agustus  2016. 
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diberi waktu selama 10 bulan untuk mengembalikan uang tersebut. Setiap 

satu bulan para Mustahik menyetorkan uang kepada Baitul Qiradh Masjid 

Syuhada sebesar Rp 100.00,- sampai sepuluh bulan, mereka diwajibkan 

untuk berinfaq sebesar Rp 10.000,- perbulan, jadi total pengembalian dana 

tersebut sebesar Rp 110.000,- perbulan. 

Dengan konsep di atas diharapkan tujuan pembentukan Baitul Qiradh 

ini yaitu pemakmuran masjid dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 

karena membantu masyarakat dalam perekonomian dan kesejahteraannya. 

B. Realisasi Baitul Qiradh Pada BAZNAS SUMSEL Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat 16 Ulu Plaju 

Baitul Qiradh Masjid Syuhada  memperkuat manajemen dalam 

memanfaatkan masyarakat sebagai anggota Baitul Qiradh, karena dampak 

dari masyarakat terhadap dana Baitul Qiradh terlihat dari aktif tidaknya 

masyarakat di lingkungan Masjid Syuhada. Aktifnya masyarakat yang 

menerima dana Baitul Qiradh dapat memberikan kemudahan terhadap  

pengurus Baitul Qiradh dalam mengontrol masyarakat tersebut dalam 

pengembalian modal pinjaman.
56

 

Mekanisme pemberian modal usaha Baitul Qiradh yaitu seperti 

gambar di bawah ini : 
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Zulkifli, Ketua Program Baitul Qiradh Masjid Syuhada Plaju Palembang, 

Wawancara Pada Tanggal 05 Agustus  2016. 
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Gambar 4.1 

Mekanisme pemberian modal usaha Baitul Qiradh 

 

   

 

Adapun mekanisme pemberian modal usaha Baitul Qiradh yaitu 

Baitul Qiradh Masjid Syuhada menyediakan pinjaman modal sebesar Rp 

1.000.000,-  yang akan diberikan kepada masyarakat. Dari dana yang 

diberikan oleh Baitul Qiradh Masjid Syuhada masyarakat merealisasikan 

dananya  dalam bentuk usaha kecil yang produktif. Usaha yang paling banyak 

yang diminati oleh para Mustahik yang mendapatkan dana pinjaman tersebut 

adalah usaha makanan ringan, sayur mayur, warung kecil, dan usaha 

sembako, karena usaha tersebut mendapatkan keuntungan yang besar bagi 

para Mustahik, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka 

dari usaha yang mereka dirikan. 

Setiap satu tahun Baitul Qiradh merekomendasikan dana tambahan 

pada BAZNAS SUMSEL agar dapat memberikan pinjaman lagi kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman untuk modal awal ia 

berdagang. Baitul Qiradh mengoptimalkan pemberian pinjaman terhadap 

warganya dengan menggunakan infaq yang telah ada di Masjid Syuhada dari 

anggota yang telah menerima pinjaman untuk warga yang akan menerima 

pinjaman selanjutnya. Namun dana yang berupa infaq berbeda dengan modal 

utama yang diberikan oleh BAZNAS SUMSEL, dana infaq hanya digunakan 

Baitul 

Qiradh 

Masy

araka

t 

Usa

ha  
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untuk penambahan dana awal untuk masyarakat yang membutuhkan 

pinjaman modal untuk usahanya. Berikut perkembangan jumlah nasabah 

Baitul Qiradh  Masjid Syuhada 16 Ulu Plaju Palembang : 

 

Gambar 4.2 

Perkembangan Program Baitul Qiradh Masjid Syuhada Plaju 

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah 

mustahik yang cukup pesat. Mustahik tersebut merupakan hasil seleksi dari 

pengurus Baitul Qiradh Masjid Syuhada Plaju.Perkembangan jumlah 

mustahik Baitul Qiradh pada tahun 2014 sebanyak 33 orang kemudian 

meningkat sebanyak 54 orang pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 kembali 

meningkat sebanyak 77 orang. 

Realisasi Baitul Qiradh Masjid Syuhada  Periode April s/d Desember 

2015 yaitu sebagai berikut : 
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TABEL IV. 1 

REALISASI BAITUL QIRADH MASJID SYUHADA APRIL s/d DESEMBER TAHUN 2015 

 

No  Nama Tanggal Terima saldo Tanggal  Apr Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov  Des  Jumlah SALDO 

1 Husna  30/6/2014 200.000 06/04/2015 100.000 100.000        200.000 - 

2 Fitriyanti  30/6/2014 200.000 06/03/2015  200.000        200.000 - 

3 Ana  30/6/2014 200.000 06/04/2015 200.000         200.000 - 

4 Saini  30/6/2014 200.000 06/03/2015  200.000        200.000 - 

5 Cik Ani 30/6/2014 200.000 06/04/2015 100.000 100.000        200.000 - 

6 Sopiah  30/6/2014 200.000 07/04/2015 100.000 100.000        200.000 - 

7 A Malian 30/6/2014 200.000 07/04/2015 100.000 100.000        200.000 - 

8 Solma 30/6/2014 600.000 07/04/2015  200.000         400.000 

9 Sri  30/6/2014 600.000 07/04/2015          - 600.000 

10 Bambang 30/6/2014 200.000 07/04/2015 100.000 100.000        200.000 - 

11 Zubaidah 30/6/2014 - 07/04/2015           - 

12 M. Nuh 30/6/2014 200.000 09/04/2015 100.000 100.000         - 

13 Nur Aznah 30/6/2014 200.000 09/04/2015 100.000 100.000         - 

14 Hermayeni 30/6/2014 200.000 09/04/2015 100.000 100.000         - 

15 Nur Aini 30/6/2014 200.000 09/04/2015 100.000 100.000         - 

16 Abu Bakar 30/6/2014 200.000 09/04/2015 100.000 100.000         - 

17 Yusnani 30/6/2014 200.000 09/04/2015 100.000 100.000         - 

18 Aris  30/6/2014 200.000 09/04/2015 200.000          - 

19 Alimin 

Akip 

30/6/2014 400.000 15/04/2015      100.000 100.000    200.000 

20 Aswari 30/6/2014 - 16/03/2015           - 

21 Yulianti  02/11/2014 700.000 24/04/2015 200.000     300.000  200.000   - 

22 Sinta  19/11/2014 700.000 28/03/2015     100.000 600.000     - 

23 Zainuddin  01/12/2014 700.000 28/03/2015  200.000         200.000 

24 Toibah  07/12/2014 700.000 28/03/2015    200.000 300.000      - 
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Adapun realisasinya yaitu salah seorang anggota yang bernama Husna 

menerima uang sebesar Rp 200.000,- pada tanggal 30 juni 2014 dan diberi 

waktu mengembalikan uang tersebut selama satu tahun, Husna 

mengembalikannya dengan menyicil selama dua bulan yaitu pada bulan april 

dan bulan mei sehingga pinjaman husna telah lunas dibayar kepada pihak 

Baitul Qiradh. Jadi uang yang telah dikembalikan husna ke Baitul Qiradh 

dapat diberikan kembali kepada orang yang membutuhkan dana tersebut, 

danbegitu juga b selanjutnya. 

Meskipun terjadi peningkatan perkembangan jumlah mustahik yang 

cukup pesat, namun terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program Baitul Qiradh. Hambatan-hambatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Hambatan Internal  

Belum ada kebijakan tambahan modal usaha dari BAZNAS SUMSEL 

untuk memberikan penambahan modal pada program baitul qiradh 

sehingga menyebabkan besarnya antusias masyarakat untuk mendapatkan 

pinjaman modal usaha pada baitul qiradh tidak seimbang dengan 

pengadaan modal dari BAZNAS SUMSEL. 

b. Hambatan Eksternal 

Adanya keterlambatan pengembalian iuran bulanan oleh mustahik yang 

telah diberikan pinjaman modal usaha sehingga terjadinya penunggakan 

pembayaran rutin yang mengakibatkan penumpukan pengembalian modal 

pada bulan berikutnya. 
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Melihat beberapa hambatan di atas, pengurus Baitul Qiradh Masjid 

Syuhada 16 Ulu Plaju Palembang mempunyai cara sendiri untuk menghadapi 

kendala tersebut. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan pengurus. 

a. Secara internal 

Pengurus baitul qiradh memanfaatkan uang hasil infaq dan shadaqah 

Mustahik yang mengembalikan pinjaman modal usaha yang diberikan 

oleh Baitul Qiradh sehingga Baitul Qiradh dapat memberikan modal 

tambahan kepada Mustahik yang membutuhkan modal usaha. 

b. Secara Eksternal 

Mustahik diberikan kesempatan untuk membayar tunggakan iurannya 

dengan perjanjian yang diberikan oleh pengurus Baitul Qiradh sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan, apabila Mustahik tidak 

melakukan pembayaran tepat pada waktunya maka Mustahik itu akan 

dihapuskan dari daftar anggota Baitul Qiradh. 

Menurut peneliti, realisasi Baitul Qiradh Masjid Syuhada pada BAZNAS 

SUMSEL dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemberdayaan dana zakat kepada masyarakat dengan mekanisme pemberian 

dana kepada Mustahik yang akan membuka usaha seperti warung, menjahit 

dan usaha lainnya. Setiap tahunnya Baitul Qiradh mengupayakan agar 

Mustahik yang membutuhkan modal usaha dapat diberikan modal dengan 

cara mengajukan modal tambahan kepada BAZNAS SUMSEL  namun belum 

ada tanggapan maupun respon dari pihak BAZNAS SUMSEL. Oleh karena 

adanya hambatan dari BAZNAS SUMSEL, Baitul Qiradh memberikan modal 
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usaha kepada Mustahik yang membutuhkan modal dengan memanfaatkan 

infaq yang telah diberikan setiap bulannya oleh anggota Baitul Qiradh yang 

telah lebih dahulu mendapatkan modal usaha. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelititan dan pembahasan dari bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Konsep Baitul Qiradh merupakan salah satu pemberdayaan dana zakat 

dengan cara dana bergulir yaitu dana diberikan oleh pengelola kepada 

Mustahik dengan catatan harus qardhul hasan dan pemanfaatan dana zakat 

tersebut adalah permberdayaan produktif aktif. Baitul Qiradh memberikan 

uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada para Mustahik yang akan mendirikan 

usaha, mereka diberi waktu selama 10 bulan untuk mengembalikan uang 

tersebut. Setiap satu bulan para Mustahik menyetorkan uang kepada 

Baitul Qiradh Masjid Syuhada sebesar Rp 100.00,- sampai sepuluh bulan, 

mereka diwajibkan untuk berinfaq sebesar Rp 10.000,- perbulan, jadi total 

pengembalian dana tersebut sebesar Rp 110.000,- perbulan. Dengan 

konsep ini diharapkan tujuan pembentukan Baitul Qiradh ini yaitu 

pemakmuran masjid dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai karena 

membantu masyarakat dalam perekonomian dan kesejahteraannya. 

2. Realisasi Baitul Qiradh Masjid Syuhada pada BAZNAS SUMSEL dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dana 

zakat kepada masyarakat dengan mekanisme pemberian dana kepada 

Mustahik yang akan membuka usaha seperti warung, menjahit dan usaha 

lainnya. Setiap tahunnya Baitul Qiradh mengupayakan agar Mustahik 
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yang membutuhkan modal usaha dapat diberikan modal dengan cara 

mengajukan modal tambahan kepada BAZNAS SUMSEL  namun belum 

ada tanggapan maupun respon dari pihak BAZNAS SUMSEL. Oleh 

karena adanya hambatan dari BAZNAS SUMSEL, Baitul Qiradh 

memberikan modal usaha kepada Mustahik yang membutuhkan modal 

dengan memanfaatkan infaq yang telah diberikan setiap bulannya oleh 

anggota Baitul Qiradh yang telah lebih dahulu mendapatkan modal usaha. 

B. SARAN  

1. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan diharapkan 

mempertimbangkan dan memberikan tambahan modal usaha untuk 

diberikan ke Mustahik yang membutuhkan modal usaha serta dana 

tambahan untuk pengurusan administrasi pada Baitul Qiradh Masjid 

Syuhada Palembang. 

2. Pengurus Baitul Qiradh Masjid Syuhada 16 ULU Plaju diharapkan 

melakukan pengawasan secara intens, koordinasi yang baik, serta 

ketegasan terhadap Baitul Qiradh sehingga penyaluran dana zakat 

produktif dapat lebih efektif serta diharapkan adanya pendampingan dan 

pengawasan terhadap anggota Baitul Qiradh sehingga dapat memajukan 

usahanya dan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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